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Pekerjaan penerbitan pers merupakan pekerjaan yang bersifat kolektif, artinya melibatkan beberapa orang,
yaitu pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, wartawan, penulis, pencetak, dan penerbit. Dalam
kaitannya dengan sifat kolektif dari pekerjaan tersebut, timbul permasalahan tentang siapa yang harus
bertanggungjawab secara hukum apabila pers memuat suatu tulisan atau menurunkan suatu berita yang
sifatnya dapat sebagai tindak pidana. Menurut KUHP, dalam hal demikian maka beberapa orang tersebut
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama. Untuk menentukan hukuman masing-
masing peserta harus dilihat |ebih dahulu sgjauh mana peranan masing-masing perserta dalam tindak pidana
yang terjadi. Berbeda dengan KUHP, menurut UU Nomor 11 Tahun 1966 jo UU Nomor 04 Tahun 1967 jo
UU Nomor 21 Tahun 1982 (UU Pokok Pers), dalam hal terjadi tindak pidana pers, yang
dipertanggungjawabkan secara pidana cukup satu orang sagja, yaitu pemimpin redaks atau redaktur atau
wartawan atau penulisnya sendiri. Pertanggungjawaban pidana demikian disebut waterfall system, sebab
seseorang dapat mengalihkan pertanggungjawaban tersebut kepada orang lain. Undang-undang pers yang
baru, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999, meskipun telah secara tegas menyatakan tidak berlaku lagi UU
Pokok Pers, dalam prakteknya undang-undang tersebut masih dipergunakan. Melalui UU Nomor 40 tahun
1999 tersebut, dibuka kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers
(pemimpin redaksi, redaksi, wartawan, dan lain-lainnya) sekaligus terhadap perusahaan persnya.
Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers ini, tidak dikenal di dalam UU Pokok Pers.
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